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Tesis ini mengkaji mengenai Pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan kewajiban yang 
harus dilakukan oleh Penerima fidusia sebagai bentuk dari kepastian hukum yang akan 
diterimanya, akan tetapi masih terdapat pembebanan jaminan fidusia yang terlambat dilakukan 
oleh Penerima fidusia maupun Penerima kuasa atas pendaftaran jaminan fidusia tersebut dalam 
hal ini Notaris, permasalahan yang hendak dikaji adalah apakah akta jaminan fidusia yang 
terlambat didaftarkan secara online dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur? Serta 
mengenai tanggung gugat terhadap notaris yang terlambat mendaftarkan akta jaminan fidusia 
secara online. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, dengan metode 
pendekatan yaitu dengan cara pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual.   
Hasil penulisan ini yaitu: Pertama, pihak notaris akan memberikan solusi kepada pihak 
kreditur agar membuat akta penegasan oleh Notaris terhadap akta jaminan fidusia yang telah 
ditandatanani sebelummnya sehingga dapat didaftarkan kembali dan jika telah terbit sertifikat 
jaminan fidusia maka perlindungan hukum bagi kreditur menjadi kreditur preferent. Kedua, 
Notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan kelalaian yang telah dibuat dan apabila 
notaris tersebut terbukti dapat merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris tersebut 
diwajibkan mengganti kerugian terhadap pihak yang mengalami kerugian tersebut baik berupa 
sanksi ganti rugi, bunga, dan denda berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 
tetap.  
Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tersebut diatas maka penulis dapat 
memberikan saran yaitu Pertama, Terhadap Pihak pemerintah dalam hal ini khusus bagi 
pembuat Undang-Undang, alangkah baiknya jika menambahkan bunyi isi Pasal 11 Undang-
Undang Jaminan Fidusia terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dan sanksi yang 
diakan diperoleh penerima fidusia atau wakilnya apabila terlambat mendaftarkan akta jaminan 
fidusianya. Kedua, Kepada penerima fidusia agar segera melakukan pendaftaran jaminan fidusia, 
untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memenuhi asas publisitas. 
Kemudian kepada notaris agar dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendaftaran 
jaminan fidusia bagi penerima fidusia karena pendaftaran dengan fidusia online saat ini sudah 
lebih mudah, cepat, murah dan nyaman. 
 




 This thesis examines The registration of fiduciary guarantee is an obligation which must be 
done by fiduciary Recipient as a form of legal certainty to be received, but there is still a 
fiduciary guarantee that is delayed by fiduciary or the recipient of the fiduciary registration in 
this case Notary, is whether a late fiduciary guarantee certificate is registered online can 
provide legal protection for the creditor? As well as the accountability of a notary who is late in 
registering the fiduciary guarantee certificate online. This research uses normative juridical 
research type, with approach method that is by statute approach and conseptual approach.  
The results of this study are: First, the notary will provide a solution to the creditor to 
make the deed of affirmation by the Notary to the deed of fiduciary guarantee that has been 
signed before so that it can be re-registered and if it has been issued fiduciary security 
certificates then the legal protection for the creditor becomes the preferred creditor. Secondly, a 
Notary may be subject to administrative sanction in accordance with the negligence which has 
been made and if the notary is proven to harm the interested parties, the notary is required to 
indemnify the losing party in the form of sanction of compensation, interest and penalty based on 
the judge's decision legally binding. 
Based on the results of research and discussion mentioned above, the authors can provide 
advice that is First, Against the Government in this case specifically for the makers of the Act, it 
would be nice if adding the content of Article 11 of the Fiduciary Guarantee Act related to the 
registration period fiduciary guarantee and sanctions a fiduciary receiver or his representative 
shall be obtained if it is late to register his fiduciary guarantee deed. Secondly, To fiduciary 
recipients to immediately perform registration of fiduciary guarantee, to realize legal certainty 
and legal protection as well as fulfill the principle of publicity. Then to the notary in order to 
provide information about the importance of registration fiduciary guarantee for fiduciary 
recipients because registration with fidusia online is now easier, faster, cheaper and convenient. 
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1. Terkait keterlambatan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, dapat berdampak 
kreditur kehilangan kedudukannya sebagai kreditur preferent, maka Pihak Notaris dapat 
memberikan upaya hukum seperti pembuatan akta penegasan atas akta jaminan fidusia 
yang telah dibuat sebelumnya, dengan penegasan yang dimaksud yaitu menegaskan 
nomer dan tanggal akta jaminan fidusia terbaru yang isinya adalah sama dengan akta 
jaminan yang sama terdahulu. Maka dengan akta penegasan tersebut jaminan fidusia 
yang sebelumnya belum didaftarkan dapat didaftarkan kembali. Sehingga Kreditur dapat 
kembali mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferent. 
2. Tanggung gugat notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia setelah berlakunya 
pendaftaran fidusia online yaitu apabila terbukti notaris melakukan kesalahan, kelalaian, 
dan kecerobohan terhadap prosedur pembuatan akta jaminan fidusia adalah dengan 
putusan Pengadilan yang membatalkan akta jaminan fidusia sehingga menjadi suatu akta 
dibawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak penggugat 
maka notaris Notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan kelalaian yang 
telah dibuat dan apabila notaris tersebut terbukti dapat merugikan pihak yang 
berkepentingan maka notaris tersebut diwajibkan mengganti kerugian terhadap pihak 
yang mengalami kerugian tersebut baik berupa sanksi ganti rugi, bunga, dan denda 
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